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PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN .
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih

memberikan kepastian hukum sertd mengantisipasi perkembangan -

di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam
ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16
Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BN No, 7137 hal. 1B-7B),

2. Undang-Undang No. & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No.
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (BN No. 6503 hal. 1B-98
dst. ) (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3584);

Dengan’ Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M EMUTUSK A N
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN I(EI'IGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KE‘I'ENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN,

" Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI
Tahun 1983 No. 43, TLN RI No. 3262) yang telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang:
a. No.9 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 No. 59, TLN RI No. 3566);
b. No. 16 Tahun 2600 (LN RI Tahun 2000 No. 126 TLN RL No 3984),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan unfuk keperiuan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, mefiputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut paJak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpgjakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
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perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, mernanfaatkan barang tidak -
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa,
atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Pengusaha Kena. Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib .
Pajak dalam mefaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender. .
Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu)
Tahun Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Waijib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Permnberitahuan untuk
suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Tahun-Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara fain ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak -
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumiah pekok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besamya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masm
harus dibayar.

Surat Ketetapan PaJak Kurang Bayar Tambahan adalah surat

. ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

18.

pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumiah pokok pajak sama hesamya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk metakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang
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dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak

yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak
Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah
dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
Kredit Pajak untuk Pajak Pertarmbahan Wilai adalah Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan -setelah dikurangi dengan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah
dikurangl dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang

" dikurangkan dari pajak yang terutang.
24.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang
pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk
mempercleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu
hubungan kerja. :
Pemertksaan adalah serarigkaian-kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti
berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat
memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau
telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbuikan kerugian
pada pendapatan negara. :

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya
dugaan telah terjadi tindak pidara di bidang perpajakan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas- pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. o .

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewaiiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugt untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yvang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkalan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang
terjadi serta menemukan tersangkariya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan

Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
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Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak. .

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas-
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Waijib Pajak.

36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas
gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung
atas permohanan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib
Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan
Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38. Surak Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebifian Pajak

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang

diberikan kepada Wajib Pajak. '

Tanggal dikirim adalah tanggal stermpel pos pengiriman, tanggal

faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah

tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikarv
.secara langsung.

41. Tangga! diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman,
tanggal faksimili, atau dalam ha! diterima secara langsung
adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan
diterima secara langsung. ,

39.

40,

. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 .

(1) Setiap Wajib Pajak yang tefah memenuhi persyaratan subjektit
dan objektf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan waijib mendaftarkan diri pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Waiib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau ternpat kedudukan Pengusaha, dan tempat
keglatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak. , ”

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain
yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
vang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang
pribadi pengusaha tertentu. ‘ R

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) danfatau ayat (2). .

(4a)Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomeor
Pokok Wajib Pajak danfatau yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5
(lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak
danfatau dikukuhkannya sebagal Pengusaha Kena Pajak.

{5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara

pendaftaran dan pengukubhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Penghapusan .........,



(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur

Jenderal Pajak apabila:

a. digjukan permohonan penghapusan Nomeor Pokok Wajib
Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli watisnya apabila Wajib
Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/
atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghent|an atau
penggabungan usaha;

‘¢, Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan

usahanya di Indonesia; atau
d. dlanggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
menghapuskan Noemor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak
yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/
atau objektif sesuvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus

membertkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor -

Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 {(enam) bulan untuk
Wajib Pajak orang pribadi atau 12 {dia belas) bulan untuk Wajib
Pajak badan, sejak tanggal permohonan ditetima secara lengkap.

(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.

(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus -

memberikan keputusan atas permohonan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 d|5|5|pkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
2A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A
Masa Pajak sama dengan 1 {satu) bulan kalender atau ]angka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan pal-
ing lama 3 {tiga) bulan kalender.

. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebaga| berikut:
Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan’

benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan  menandatangani serta menyampaikannya ke

kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Waijib Pajak terdaftar

atau dikukuhkan atau tempat lain yang dltetapkan oleh Direldur

Jenderal Pajak.

{1a)Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembuldjan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
satuan mata-uang selain Rupiah yang diizinkan, yang
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(1b)Penandatanganan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau
tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya
mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(2) Wailb Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘dan ayat
(1a) mengambil senditi Surat Pemberitahuan di tempat yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan
cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menterl Keuangan.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua

. puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; -

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghaallan
Waijib Pajak arang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah
akhir Tahun Pajak; atau

¢. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib' Pajak badan, pahng lama 4 (empat) bulan setelah
akhir Tahun Pajak.

(3a)Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan’

beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
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(3b)Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

-(3c)Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan

pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah
dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu-penyarmpaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk patinglama 2 (dita) bulan dengan
cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan

- cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang
dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai
bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan. ’

{5a)Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3} atau batas waktu
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat
Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/
atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang
digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri

‘ keterangan dan/atau dekumen sebagalmana dimaksud pada
ayat (6);

C. Surat Pembentahuan yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah DlrekturJenderaI
Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat
ketetapan pajak.

(7a)Apab|Ia Surat Pembentahuan d|anggap tidak disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak
wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adatah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya.
(2) Surat Pernberitahuan Waijib Pajak badan harys dltandatanganl
oleh pengurus atau direksi.

. (3) Dalam hal Wajib Pajak menunJuk seorang kuasa dengan surat

kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat
Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan
pada Surat Pemberitahuan.

{4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Penghasilan Wajib Pajak
yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri
dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya Penghasilan Kena Pajak.

(4a)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah laporan kevangan dari masing-masing Wajib Pajak.
{4b)Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada
Surat’ Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak
lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan
dianggap tidak disampaikan sebagalmana dimaksud dalam Pasal

3 avat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Ketentuan ..........




6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; -

Pasal 6 B

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib
Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal
penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib
Pajak diberikan bukti penerimaan.

(2} Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui
pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara
lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. :

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian
Surat Pemberitahuar- sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau
batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (Iima ratus
ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta ruplah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar
Rp100.000,00 {seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi,
{2} Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak crang pribadi yang sudah tidak melakukan
kegiatan usaha. atau pekerjaan bebas; o
€. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga
negara asing vang tidak tinggal lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di
‘Indonesia; ' S 4
e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha
|lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang
< berlaku; ‘ } - : ‘
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya
* diatur. dengan Peraturan Mentert Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan. S

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga’ berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Wajib Pajak dengan kemalan sendiri dapat membetutkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a)Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} menyatakan rugi atau lebih bayar,
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan pafing
lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, kepadanya dikenal sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah
pajak yang kurang dibayar, dikitung sejak saat penyampaian
Surat Pemberitahuan bérakhir sampai dengan tanggal
ge:nbayaran, dan bagian darf bulan dihitung penuh 1 (satu)

ulan.

(2a)Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat '

Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjaci
lebih besar, kepadanya dikenai sanks! administrasi berupa bunga
~sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang
“kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung
penuh- 1 {satu) bulan.
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(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya
ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan
Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak
yang kurang dibayar. . :

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan
kesadaran sendiri- dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesual keadaan yang
sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

" @, pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
- atau lebih kedil; ‘
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
atau lebih besar; :
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebit besar atau lebih kecil
'dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. '

(5) Pajak yang Kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak
sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitabuan Tehunan
yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat

- Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan -Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa

- Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang
berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut,
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehinggé berbunyi sebagai berikut:

. Pasal9 - - -

{1} Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempao
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu
saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling
lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau
berakhimya Masa Pajak.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan
‘Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar
lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
disampaikan, - . ' .

(2a)Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), vang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administras]
berupa bunga ‘'sebesar 2% (dua persen) per bulan yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan. ‘ )

-(2b)Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh
tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan. g

(3) Surat .........



3

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan "Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3a)Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah

@

tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diperpanjang paling fama menjadi 2 (dua) bulan
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Pératuran
Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Waijib- Pajak dapat
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran -pajak termasuk kekurangan pembayaran

-sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling lama 12 (dua

belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10 Ketentuan Pasal 10 diubah sehlngga berbunyi sebagai berikut:

W

. Pasal 10
Wa]lb Pajak wajib membayar atau menyetor paJak yang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a)Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah
disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang

. berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang

2)

- ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pe[aporannya
serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak
diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 11 dlubah sehlngga berbunyi sebagal berikut:

e

. Pasal 11
Atas permohonan Wailb Pajak, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 178, Pasal 17C,
atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila
ternyata Wajib Pajak mempupyai utang pajak, langsung
dlperftlaltungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

{1la)Kelebihan pembayaran paJak sebagai akibat adanya Surat

3]

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetutan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga. dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan
jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1} dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1
{satu) bulan sejak permochonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak diterima: sehubungan dengan

. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak

" diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebik Bayar

‘

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal
17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administiasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan-

Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan

- Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak.
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(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas
keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) berakhir sampai dengan- saat dilakukan pengemballan
kelebihan.

(4) Tata cara penghitungan dan pengemballan kelebihan

. pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:

Pasal 12

. (1) Setiap Waijib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat
ketetapan pajak.

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pembentahuan

yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang
terutang sesuai dengan -ketentuan peraturan. perundang-
undangan perpajakan.

(3) Apablla Direktur Jenderal Pajak . mendapatkan bukti jumlah

‘pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur
Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

13, Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (6) sehingga Pasal 13 berbuny] sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setélah saat terutangnya
. pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasit pemeriksaan atau keterangan
lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;

¢. apabila berdasarkan hasll pemeriksaan atau keterangan
tain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya

- dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya
dikenai tarif 0% (nol persen); . -

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang; atau.

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(4a).

{2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 'huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) per bulan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau bemkhirnya Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat;
Ketetapan Pajak Kurang Bayar. -

(3) Jumiah pajak dafam Surat Ketetapén Pajak Kurang Bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan

huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar:

a. 50% (lima pyluh persen) dari Pajak Penghasnan yang tidak
atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak
atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak
atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi

- tidak atau kurang disetor; atau

¢. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilaj Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
tidak atau kurang dibavyar.

(4) Besarnya_..........




14.

15,

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib

" Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5} Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar tetap dapat. diterbitkan ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen)
dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila

- Wajlb Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak

. pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. :

(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut: . :
)  Pasal 13A

-Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan,
tetapl Isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang Isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana
apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak
dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang terutang beserta sanksl administrasi berupa
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen} dari jumlah pajak yang
kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bavar.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 o
(1) "Direktlur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak

apabila: ’ .

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar; .

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/
atau bunga; o .

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak-atau membuat
fakitur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

6B

Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-
Un]d_ang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
- selain: B o
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nifai 1984 dan perubabannya; atau
2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan
sebagaimana dimaksud datam Pasal 13 ayat (5) huruf b
dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan
- dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai
dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah
diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. ‘

(2} Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat
ketetapan pajak. .

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
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b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan untuk paling %ma 24 (dua puluh
- empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajek atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterhitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d, huruf e, atau
huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang
terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar

2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

(5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g dikenal sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan-dari jumlah pajak yang
ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebthan Pembayaran Pajak sampai

- dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian
dari butan dihitung penuh 1 (satu) bulan. :

(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingda berbunyi sebagéi berikut:

Pasal 15
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka wakiu 5 (lima)
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan

data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang
terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak terssbut.

" {3) Kenalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis
dari Waijib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar. Tambahan. ' ‘

{(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud

. pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dalam hal Waijib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun
tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbutkan
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Tata cara penerbitan Surat Xetetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, -

17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan
pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan,

- Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi,. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu datam
peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama &
* . (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima, harus memberi keputusan atas permochonan
pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ’

telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
keputusan, permehonan pembetulan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara tertulis mengenal hal-hal yang
menjadi dasar untuk menoclak atau mengabulkan sebagian
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut:
" Pasal 17

{1)Direktur Jenderai Pajak, setelah melakukan pemeriksaan,
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumilah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumiah pajak yang terutang.

(2)Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, DlrekturJenderal Pajak,
setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, vang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(3}Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan danfatau data baru
ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar
daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan,

19, Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan,
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit
pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah
pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
{2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri- Kevangan.

20. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyl sebagal berikut:
Pasal 178

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari
Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib
Pajak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

(1a)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemetiksaan
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi
suatu keputusan, permohonan pengembalian keiebihan

" pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan
setelah jangka waktu tersebut berakhir. )

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib
Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat {(2) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (la) tidak
dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan,
tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di
:bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan

penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus |

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
- tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen}) per bulan untuk pal-
ing lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak
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berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

21. Ketentuan Pasal 17C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17C

(1) Direktur Jenderal Pajak sefelah melakukan penelitian atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Waiib
Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan

" Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak

Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan

diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilat.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

¢. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam ]angka waktu
5 (lima) tahun terakhir.

(3} Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.

{4) Direktur Jenderal PaJak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah mielakukan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. N

(5) Apabila berdasarkan hasit pemeiiksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak
ditambah dengan sanksl administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen} dan Jumlah kekurangan pembayaran
pajak.

(6) Waijib Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tidak dapat
diberikan pengembahan pendahu!uan kelebihan pembayaran
pajak apabila: -

a. terhadap Wa]lb Pa]ak ‘tersebut dllakukan tindakan
penyidikan tmdak p|dana di bidang perpajakan; .

b. terlambat menyampalkan Surat Pemberitahuan Masa untuk
suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut—
turut;

c. - terlambat: menyampmkan Surat Pemberitahuan Masa untuk
suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1
(satu) tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(7) Tata cara penetapan, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

22 Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 d|5|5|pkan 2 (dua) pasal yakni

Pasal 17D dan Pasal 17E.yang berbunyi sebagai berikut:

i Pasal 17D ..,

(1) D|rektur Jenderal Pajak setelah- melakukan penehtlan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak darf
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu,
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan

_diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling
lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dttenma secara lengkap
- untuk Pajak Pertambahan. Nilal. .

(2) Wajib Pajak sebagaimana d:maksud pada ayat (1) yang dapat
diberikan pengembahan pendahuluan keleblhan pembayaran
paJak adalah:

a. Wajib Pajak orang pnbad| yang tldak menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas;:.
b. Wajib Pajak orang prlbadl yang men;alankan usaha atau
pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;



¢. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertenty; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan
jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan
jumlah tertentu.

(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan
jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Matur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)-Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. .

(5) Jika berdasarkan hasll pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang
dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 17E
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang
melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean
yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan. ‘

23, Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:;

Pasal 18
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(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bavyar, .

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dlbayar
bertambah, merupakan dasar penagthan paJak

(2) Dihapus. )

24 Ketentuan Pasal 19 diubah sehmgga berbunyl sebaga: berikut:

" Pasal 19
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat

Keputusan Pembetutan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan’

Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan .

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat
jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi

' administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak, dan bag|an dari bulan d:hltung penuh 1
(satu) bulan.

{2} Dalam hal Wajib Pa3ak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak juga dikenai sarksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 {satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dlperbolehkan menunda penyampaian

. Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud-dalam
Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenamya
terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari
saat berakhirnya batas waktu penyampalan Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ sampal dengan tanggal
dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

25 Ketentuan Pasal 20 diubah sehmgga berbunyl sebaga| berikut:

Pasal 2|
(1) Atasjumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan
. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang
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menyebabkan jumlah paJak yang masih harus dibayar

bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai

dengan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan

Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.’

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat

(1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk

: selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan atau- pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau
memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan
yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau ’

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.

26. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunYi sébagai berikut:

Pasal 21
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas
barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa -

bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/
atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud; dan/atau |

c. biaya perkara yang hanya disebabkah oleh pelelangan
dan penyelesaian suatu warisan.

(3a)Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar; atau dilikuidasi

maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi

untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib

Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang

saham atau kreditur !ainnya sebelum menggunakan harta
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebuit.
{4) Hak mendahulu hilang setelah melampaut waktu 5 (lima) tahun
sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Xurang Bayar

Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dlbayar

bertambah.
(5) gerhltungan jangka waktu hak mendahulu dltetapkan sebagal
erikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan
secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberltahuan Surat
Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau
persefujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5
‘(jligna) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan

iberikan.

27. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai benkut

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagiban pajak, termasuk bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa
setelah melampaun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
‘Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali,

(2) Daluarsa ....c.....’




(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh -apabila: - : o

a. diterbitkan Surat Paksa; ‘ _

b. ada pengakuan utang pajak dari Waiib Pajak baik langsung

. maupun tidak langsung; S

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {5), atau Surat
'Ketetapan' Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana

_ dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

28. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
o - - Pasal 23 T .
~ (1) Dihapus. o ! \ : L
" (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, atau Pengumuman lelang; .
, b keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
. ¥ keputusan yang berkaitan-dengan pelaksanaan keputusan
" perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat
(1) dan Pasal 26; atau ‘ C N
d. penerbitan surat ketetapan: pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan -perundang-undangan perpajakan hanya dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak. :
(3) Dihapus. . . Lo

29. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
X Pasal 24 . C
.. Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan
besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

30. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
' . Pasal 25 ' .

(1).Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak atas suatu: S
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; =
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
¢. Surat Ketetapan Pajak Nihil; : .
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau .
e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

. perpajakan. S . .

-{2) Keberatan diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia
dengan mengemukakan jumiah pajak yang terutang, jumiah
pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut
penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi
dasar penghitungan. s

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal
pemotongan atau permungutan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka wakiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

~ keadaan di luar kekuasaannya. o

{3a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasl pajak yang masih

. harusdibayar paling sedikit sejumiah yang telah disetujul Waijib

Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum
surat keberatan disampaikan. .

{4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3), atau ayat (3a)
bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan. .

{5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk
menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
melalui cara lain yang diatur dengan atat berdasarkan

. Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan
. surat keberatan.
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(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
-keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau
pemungutan pajak. B .

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permehonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
‘tidak termasuk sebagai-utang pajak sebagaimana dimaksud
datam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a}. . :

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak ateu dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak . dikenai sanksi: administrasi berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumiah pajak

' ' berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(10)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan- permohonan banding,

- sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (fima puluh
pefsen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 -

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. - ]

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajlb Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat

" berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besamya jumiah pajak yang masih harus dibayar.

{4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf b dan Huruf d, Waiib Pajak yang bersangkutan harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

' {5) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

32.
Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

teflampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
keputusan, keberatan.yang diajukan tersabut dianggap dikabulkan.

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipka'n 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 26A

R Y] Tata bara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimand
dimaksud pada ayat (1), antara tain, mengatur tentang pemberian
hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan
atau memperoleh perijelasan mengenai keberatannya.

(3) Apabila Wajib Pajak fidak menggunakan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat
diselesaikan. o

{4) Waiib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data,
informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan
informasi yang pada saat pemeriksaan belum dipercleh Wajib

- Pajak dari pihak keliga, pembukuan, catatan, data, informasi,
atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatannya.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:
‘ : - Pasal 27 - :
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ‘banding hanya
" kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). -
(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan
khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

(3) Permohonan sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang
jefas palfing larna 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan
diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan
Keberatan tersebut. R _



(4) Dihapus. ‘

{4a)Apabiia diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

(5) Dihapus. :

(5a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka wakiu
peluniasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
{3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding. )

"(5byumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a)
tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud.
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). :

{5¢)Jumlzh pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
_permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang

.- sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

(5d)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajlb Pajak dikenai sankst administrasi berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
- pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan. .

{(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-
undang. .

34. Ketentuan Pasal.27A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 27A e

(1) Apablla pengajuan keberatan, permohonan banding, atau

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar
sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling fama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan
sebagai berikut;

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat
Ketetapan Pajak. Kurang Bayar Tambahan diliitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Putusan.Banding, atau Putusan
Peninjavan Kembali; atau o

. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan

10B

Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat .

ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali. .

(1a)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak vang dikabuikan sebagian atau
seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
dengan ketentuan sebagai berikut: .

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat
. Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat

- Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak; : :

. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Xeputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak; atau '
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c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal .
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan'
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/

" atall bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai
akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Band-

ing, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan .

sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dan pemberian imbalan bunga diatur denhgan atau

. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.. :

Ketentuan Pasal 2'8 diubah sehingga berbllhyi sebagai berikut:
‘ o Pasal 28
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia
waijib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pajak  yang dikecualikan dari kewajiban

menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib

Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau’
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan diperbolehikan menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan Waijib Pajak orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenamya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indo-
nesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau
dalam bahasa asing yang diizinkan cleh Menteri Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan
dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

{6} Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahien buku
harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan
mengenal harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang.

(8) Pembukuan dengan menggunakan-bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak
setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

(9} Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredatan atau
penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar
untuk menghitung- jumlah pajak yang terutang, fermasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai
pajak yang bersifat final.

(10}Dihapus. :

(11)Buku, catatan, dan dokurnen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10
(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan Wajib Pajak badan. ' .

(12)Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada

-.ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

36. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga bebenyi_ éebagai berikut:

: ‘ Pasal 29 :

(1) Direktur. Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka metaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2} Untuk

o



37.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus
* memniliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat
Perintah Pemeriksaan serta mempetlihatkannya kepada Waijib

Pajak yang diperiksa. i

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperiihatkan dan/atau meminjamkan buku atau cataten,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, keglatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a)Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan
keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) wajib
dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak
permintaan disampaikan. :

(3b)Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga
tidak dapat. dihitung besamya penghasilan kena pajak,
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan . perpajakan. . .

(4) Apabila dalam -mengungkapkan pembukuan, pencatatan,
atau dokumen serta keterangan yang diminta, Waiib Pajak
terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). - .

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan. 1 (satu} pasal, yakni
Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29A

Terhadap Waijib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran
emisi sahamnya telah dinyatakan efektf oleh badan pengawas
pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:
a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih

bayar sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17B; atau

b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko

. dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

38.

39.
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Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga.berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan
tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/

atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi.

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
huruf b.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) '

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31 :

(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.- ‘

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka
waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat
‘pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan

" hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. :

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Waijib Pajak tidak
memeniuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak
dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada
Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk
hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas
waktu yang ditentukan.

40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

. “Pasal 32 . -

(1) Dalam menjalankan hak dan -kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-tndangan perpajakan, Waiib
Pajak diwakili dalam hal: o T :

a. badan oleh pengurus; - "+ i

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; - . .

c. badan dalam peimbubaran oleh orang atau badan yang
ditugasi untuk melakukan pemberesan; :

d. badarr dalam likuidasi oleh likuidator; :

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau S

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengarmpuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
secara pribadi danfatau secara renteng atas pembayaran
pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan
meyakinkan Direktur Jenderal Pajek bahwa mereka dalam
kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani
tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. .

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan
memenuhi- kewajiban sesuai dengan ketentuan . peraturan
perundang-undangan perpajakan. ' . o

(3a)Persyaratan serta pelaksanaan hak dap kewajiban kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

{4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata
mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/
atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33
Dihapus. .

47 Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi éebagai berikut:

. Pasal 34

{1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Waijib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

. ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud paca ayat
{1) dan ayat (2) adatah: .

a. pejabat dan tenaga ahli.yang bertindak sebagat saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat danfatau tenaga ahli'yang ditetapkan Menteri

- Keuangan untuk- memberikan keterangan kepada pejabat

‘lembaga negara atau instansi Pénerintah yang berwenang

, melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

{3) Untuk kepentingan negara, Menterl Keuangan berwenang
memberi izin tertulis kepada. pejabat sebagaimana dimaksud

' . pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) supaya memberikan keterangan dan mempeitihatkan
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang -
ditunjuk. : :

{4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dafam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan Hakim -sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri
Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat {2, untuk memberikan dan
memperlinatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya. C

. (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bérsangkutan dengan keterangan yang
diminta, : ‘ .

43, Ketentuan ...



43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbuﬁyi sebagai berikut:
. Pasal 35 . t
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‘(:IV.) Apabi[é dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- -

undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukt dari
bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor
administrasi, danfatau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan
pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur
Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan
keterangan atau bukli yang diminta.

(2) Daldm hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan
pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakar, kewajiban merahasiakan tersebut

. ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan
ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak
yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
‘Peraturan Menteri Keuangan.

44. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1

Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 35A°

(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak Iain,

 wajib memberikan data dan Informasi yang berkaitan dengan
perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimalksud dalam Pasal
35 ayat (2). o o

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang
menghimpun data dan informast untuk kepeéntingan penerimaan
negara yang ketentuannya diatur dengan ‘Peraturan
Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ‘

(satu) pasal, yakni

45. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 36 : :

(1) Direktur Jenderal Pajak karena

Wajib Pajak dapat: .

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- mengurangkan atau membatatkan surat ketetapan pajak
vang tidak bepar;

- mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;
atau

. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan
pajak dari hasi’ pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
atau
2. pemﬁahasan akhlr hasil pemeriksaan dengan Wajib
: Pajak. : ‘
(1a)Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
_huruf b, dan  huruf ¢ hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
paling banyak 2 {dua) kali.

(1b)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu} kali. -

{1c)Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan
atas permohonan yang diajukan.

(1d)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

{1e)Apabila diminta oleh Waijib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan kelerangan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

jabatan atau atas permohonan
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46.

47.

48,

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat
{1c), ayat (1d), dan ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
‘ Pasal 36A L
(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja
menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajekan dikenai sanksi sesuai
_ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan

sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat
diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang
berwenang melakukan pemetiksaan dan investigasi dan apabila
terbukti melakukannya dikenai sanksi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. .

(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti
melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wafib Pajak
untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ‘

(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan dii sendiri
secara melawan hukum dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa sesecrang untuk memberikan
sesuatu, untuk membayar atau menerima pembavyaran, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam
dengan pidana sebagaimana dimaksud datam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan perubahannya.

(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata
maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni
Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D yang berbuinyi sebagai berikut:
Pasal 368 :

(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik
pegawai Direktorat Jenderal Pajak. . )

{2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik
pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan
pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak
dilaksanakan cleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36C
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas
perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan. -

Pasal 36D ‘

(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan. . '

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1
Pasal 37A yang berbunyl sebagai berikut;
Pasal 37A

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun
Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus
dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
Undang inl, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi. berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak vang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(satu) pasal, yakni




(2) Wajib Pa]ak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1
{satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan

. penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum. dipercleh Nomor
Pokok Wajib ‘Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak,
kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan
bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak

-tidak benar atau,menyatakan lebih bayar.

49, Ketentuan Pasal 3§ diubah sehingga berbunw sebaga: benkut
Pasal 38 :
) Setiap orang yang karena‘kealpaannya
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar
- atau tidak lengkap, atau melamplrkan keterangan yang isinya
tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan setelah perbuatan yvang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 {satu) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
- paling banyak 2 (dua) kali jumiah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, atdu dipidana kurungan paling singkat 3
(tlga) bulan atau paling lama 1 {satu) tahun

50 Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyl sebagal berikut:

Pasal 39
(1) Setlap orang yang dengan sengaja:
. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Waiib
'PaJak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak; *
. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak;
tidak menyampaikan Surat Pembentahuan
. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

dimaksud dalam Pasal 26;

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lain yang palsu atau dipalsukan' seolah-olah benar, atau
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan
buku, catatan, atau dokumen lain;

. tidak menyimpan buku, catatan; atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen

* lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara pro-
gram aplikasi on-line di Indonesia sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (11); atau

13B

. menolak untuk dilakukan pemeriksaan -sebagaimana -

. tidak menyelenggarakan pembukuan atau- pencatatan di

"i. tidak menyetorkan paiak yang telah‘d|potong atau dipungut .

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
butan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
2 {dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali Jumlah pajak terutang
yang tidak atau-kurang dibayar,

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1
(satu) kali menjadi 2 (dua} kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum
lewat 1 {satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani
pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana menyalahgunakan atat menggunakan tanpa
hak Nomor Pokok Waijib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dar/atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan
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51.

b,

permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling
- singkat 6 {enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan
- gdenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang
.dilakukan dan paling-banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi
yang dimohonkan dan/atau kompensasn atau pengkreditan
yang dilakukan.. :

Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 d|5|5|pkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:
" Pasal 39A :
Set|ap orang yang dengan sengaja:
. ‘menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan fransaksi yang
: sebenarnya; atau .
menerbitkan fakiur paJak tetapi belum dikukuhkan sebagai
. .Pengusaha Kena Pajak

] dlpldana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

52,

paling lama 6 (enam)-tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak
6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:
' Pasal4l- -

. (1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dafam Pasal 34
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu) tahun
dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua pululr lima
juta rupiah).

_ (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya

53.

54.

atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun dan denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
. orang yang kerahasiaannya’ dilanggar.

Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41A .

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau buktl
yang diminta sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan
sengaja fidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi
keterangan atau bukli yang tidak benar dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 {satu} tahun dan denda paling banyak

Rp25.000.000,00 {dua puluh lima juta rupiah)

Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagal benkut
Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangl atau

g mermpersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda pal-
ing banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima jufa rupiah).

Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkari 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 41C yang berbunyt sebagai berikut: .
. . Pasal 41C
1 Setlap orang yang dengan sengaja tidak memenuhl kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling fama 1 {satu} tahun atau
- denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2} Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak

‘terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana
. kurungan paling Jama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Setiap



(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data
dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana

.. "dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau
denda paling banyak RpB00.000.000,00 (delapan ratus juta
" orupiah). L S ' "

(4) Setiap orang yang dengan_ sengaja menyalahgunakan data
dan informasi perpajakan Sehingga menimbulkan kerugian
kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 {satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00

~ (lima ratus juta rupiah). :

- 56. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ' Pasal 43 - ‘

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 39 dan Pasal
394, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Waijib Pajak,
atau pihak [ain yang menyuruh melakukan, yang turut serta
metakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu

_ melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. :

(2) Ketentuan ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal
41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, ‘yang
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan. ‘

57. Sebelum Pasal 44 dalam BAB IX disisipkan 1

Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

‘ Pasal 43A
(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan,
dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukt
permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di
- bidang perpajakan.

{2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan
. yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri
Keuangan dapat- menugasi unit pemeriksa internal di lingkingan
Departemen Keuangan untuk melakukan
permulaan. ) .
(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana
korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut
wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana

Korupst. . )
(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan. . ] : -

(satu) pasal, yakni

58. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 44 ) . ’

. (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat
dilakukan oleh Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Wewehnang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenat
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
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pemeriksaan bukti

yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan;

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi -

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

. perpajakan: N .

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 1

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
“melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. ‘meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
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d. menyuruh berhenti dan/atav melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

.~ danfatau dokumen yang dibawa; . - :

-h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan; o

i. ‘memangail orang untuk didengar keterangannya dan
_diperiksa sebagai tersangka atau saksi; T

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut

- ketentuan pératuran’ perundang-undangan, : :
(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyfdikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui-penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum. Acara

Pidana. o : S

(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penvidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat memirita
bantuan aparat penegak hukum lain.

59. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
. Pasal 44B

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan

Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama
dalam jangka waktu 6 (enam} bulan sejak tanggal surat
permintaan. :

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
-sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} hanya dilakukan setelah
Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah
dengan sanksi administrast berupa denda sebesar 4 (empat)
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang
tidak seharusnya dikembalikan. .

- .. Pasalll . .

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001
sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan,

- diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2000, _ .

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penatapan

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15
ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013,

3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggat 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mérigetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan.penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
.. pada tanggal 17 Juli 2007 ..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYCONO

" Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA -
_ REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

PENJELASAN ....:
[ BERSAMBUNG ]
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PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 |

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - - -
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007)
R [Sambungan Bursiness,/Vews No. 7544 halaman 18 - 14B8] -

PENJELASAN
. .- _ATAS '
UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA -
NOMOR 28 TAHUN 2007 o
o TENTANG ‘
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
: NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ,

I uMum . ’

1. Undang-Undang tenfang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, vang di dalamnya tertuang ketentuan yang
menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini
memuat ketentuan umum dan.tata cara perpajakan yang pada
prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material,
kecualt dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah
mengatur sendirl mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakannya. :

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi,
sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
“Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih
memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib
Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta

mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan A

perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu,

perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan

administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela
- Wajib Pajak. .

3. Sistemn, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan
Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self’ assess-
ment. Perubahan tersebut khususnya -berkaitan dengan
peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat
Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. :

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip Kepastian hukum, -

keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan ini ‘mengacu pada kebijakan pokok sebagai

berikut:

a. meningkatkan eflsiensi pemungutan pajak datam rangka
mendukung penerimaan negara; g

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi

masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang .

penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan
usaha kedil dan menengah; ‘

- ¢. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi
masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;

. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara
akuntabel dan kensisten; dan . :

g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan
. kompetitif. -

) Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka
‘menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan
sukarela dan membaiknya iklim usahia.

T O
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II. PASAL DEMI PASAL ' : . T
Pasal T : : - S -
Angka 1
Pasal 1 a
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1) Co :
Semua Wajib Pajak vang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib
mendaftarkan dir pada kantor Direktorat Jenderat Pajak untuk dicatat
sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok
Waijib Pajak: _ . ’

Persyaratan subjektif acalah persyaratan yang sesuai
dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak
yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan .
Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap
wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. )

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri
agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan
suaminya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada
setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen
perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. '

Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak
Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha
dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan
usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan
usaha dilakukan., ‘ .

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang
mempunyal tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor
Direktorat Jenderal Pajak wajit melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Di rektorat_Je_nderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputl tempat kegiatan usaha dilakukan, o
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Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain
dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang
sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di
bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

“Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagal

- Angka 4

© Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk .

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sasual dengan

ketentuan peraturan- perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3) i
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak

tertenty, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat

Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), .

sebagal tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wafib
Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat
usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elekironik
yang mempunyai toko dl beberapa pusat perbelanjaan, di samping
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga
diwajibkan mendaftarkan disi pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
dilakukan. Co .

Ayat (4) -
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang
tidak memenuhi kewajlban untuk mendaftarkan diri dan/atau
melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Waijib Pajak
dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal

ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau

dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau
badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk
memperaleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
Ayat (4a) -
Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya
persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang
‘bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak
dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini
dimaksudkan: untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak
untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomar Pokok
Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
misalnya terhadap Wajlb Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib
Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Waijib Pajak
telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung
sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak
tahun 2005. S . .
Ayat' (5} - ‘ S o

~+Kéwajlban mendaftarkan diri untuk memperaleh Nomor Pokok

Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh-

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatas jangka wakturya karena
hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan ‘kewajiban
mengenakan -pajak’ terutang. ‘Pengaturan tentang jangka waktu
pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian. dan
penghapusan Nomor Pokok Waijib Pajak serta pengukuhan dan
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena-Pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri -Keuangan. . ‘
Ayat (6) s/d Ayat (9) ST

- Cukup jelas. S
Angka 3
Pasal 2A

Cukup jelas.
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Pasal 3

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak
Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

b. penghasilan yang merupakan objek pajak danfatau bukan objek
pajak; o0

c. harta dan kewajiban; dan/atau o )

d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

. atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1
(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. )

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk  melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang: :

a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

b. pembayaran atau pelunasan pajak yang tetah dilaksanakan sendiri
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pitiak lain dalam satu

. Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungiawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya. :

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah
mengist formulir Surat Pemberitahiuan, dalam bentuk kertas dan/atau
dalam bentuk elektronik, dengan benar, fengkap, dan jelas sesuai
dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kenar, lengkap, dan
jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: '

a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya; :

b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan; dan )

¢. jelas adalah melaporkan asaf-usul atau sumber. dari objek pajak
dan unsur-unsur ain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan. . : .

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap,
dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. o .

Kewajiban penyampatan Surat Pemberitahuan oleh
pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.
Ayat (1a) .

Cukup jelas.

Ayat (1b) - I

-Cukup jelas.

Ayat (2) ]

.Dalam rangka memberikan pelayanan da~ kemudahan
kepada Wajib Pajak, formuliv Surat. Pemberitahuah disediakan pada
kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah
terjangkau ofeh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat
mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan
mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir
Surat Pemberitahuan tersebut. R

Namun, untuk memberiken pelayanan yang lebih baik,
Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan,
kepada Wajib Pajak.



: W
.. Ayatini mengatur tentang batas waktu peng.(ampaian,Sur’a:j
Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Waijib Pajak untuk
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 'denga}é
pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya, i
Ayat (3a) ' '

Ayat:a (3)

A
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak
usaha kedll, dapat: o ‘ b
. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasiian Pasil
25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syar'@k
pembayaran seluruh pajak yang waijib dilunasi menurut Sur‘a"t
" pemberitahuan Masa tersebut ditakukan sekaligus paling lama dalaih
Masa Pajak yang terakhir; dan/atau "
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang diseb't';‘t
pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat
pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai
batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. '
Ayat (3b) - ' o
‘ Cukup jelas.
Ayat (3c) o
Cukup jelas.
Ayat (4) . . C
. Apabila Wajib' Pajak baik orang pribadi maupun badan
ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c
karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis
penyusunan laporan keuangan, atau sebab fainnya séhingga sulit
untuk. memenuhi’ batas waktu penyelesaian dan memerlukan

kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajit' Pajak

- dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan dengan cara menyarripaikan pemberitahuan secara
tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara
elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. -

Ayat-(5) . _ : ‘ :
~ Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau
perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu)

Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian

‘Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang
berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajlt
Pajak yang Ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. o
‘ Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan
pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak
yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang
terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai
bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan
jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan. ‘ . -

Ayat (5a) T -

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai
dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak

‘menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang
bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran. '

Ayat (6) . ) ,

‘ Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana

Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertang-

guingjawabkan penghitungan jumiah pajak dan pembayarannya, dalam

rangka. keseragaman dan mempermudah pengisian serta
pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan,
keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. - -

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-
kurangnya memuat jumiah peredaran, jumlah penghasilan, jumla_h
penghasilan Kena Pajak, jumizh pajak yang terutang, jumla_h kredit
pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, seria ha1:ta d.'in
kewafiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Waijib

Pajak orang pribadi. .

Business News 7546/8-8-2007

i

) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta
keterangan lain yang diperiukan untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak. o ]

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pzjak, jumlah
Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan
jumiah kekurangan atau kelebihan pajak,

Ayat (7)

i Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta
lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan
Surat Pemberitahuan. Cleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib
Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang
dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam
administragi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat
Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan
yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah
berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan®
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat
Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan
pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat
Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. -

Ayat (7a) ) . : '

Cukup jelas.

Ayat (8) ' o

‘ Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan
diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan perfimbangan
efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat
menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari
kewajiban menyampaikan Sural Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak
orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah
Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi katena kepentingan tertentu
diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. -

Angka 5
Pasal 4 o
Ayat (1) s/d Ayat (4)

: Cukup jelas.
Ayat {4a) . o o a

Yang dimaksud dengan Laporan Keuahgan masing-masing

Wajib Pajak ‘adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-
masing Wajib Pajak. -~ : o
Contoh: ‘ i : . ‘
PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam centoh
tersebut, PT A mempunyal kewajiban melampirkan laporan keuangan
konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan
keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B
dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan
laporan keuangan konsolidasi. :

Ayat (4b)

Cukup jelas.
Ayat (5) o
Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan
memuat hal-hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, -

‘pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih

" pengelolaannya,

Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut
yang diatur 'dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.' :

Bayar,

Angka 6
Pasal 6

Ayat (1) ) ‘
Cukup jelas.
Ayat (2). ) ' 3 . _
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, per!_u cara lain
bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuannya, misalnya disampalkan secara elektronik.



Ayat {3).

Tanda bukti dan tanggal penglriman surat untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan melaiui pos atau dengan cara lain
merupakan bukti penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud
telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), ayat(1a), dan ayat (6). . = ~ '

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1) , 7
Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda

sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

datam memenuhi kewajiban menyampalkan Surat Pembentahuan

Ayat {(2) L

- Bencana adalah bencana nas;onal atau bencana yang
ditetapkan oleh Menten Keuangan

.Angka 8
Pasal 8

Ayat (1) :

. Tefhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan
yang dibuat oleh Wajib PaJak Waijib Pajak masih berhak untuk
melakukan pembetulan atas kemauan sendir, dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang
dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada
saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga'yang telah
dewasa dari Wajib Pajak: ' .

Ayat (1a) . : .

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun: Pa]ak sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Ayat (2) -

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
atas kemiauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak
yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pa]ak menjadl
berubah dari jumlah semula.

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
pembetzian tersebut dikenai sanksi admnstrasu berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan,

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak
tersebut, dihitung mulai dari berakhimya batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran,
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu} bulan. Yang dimaksud
dengan ™1 (Satu) bulan™ adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang
bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21
Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “hagian dari bulan” adalah
jumiah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22
Juni sampai dengan 5 Juli.

Ayat {2a)

o . Cukup jelas.
Ayat (3) : '

. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun
telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%
{seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar,
terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.

‘ Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan
- mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum,
kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib
Pajak yang bersangkutan ) ‘
Ayat (4) .
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada
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Waiib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat

. Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampalkan,
yang dapat bérupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat
Pemberitahuan Masa untuk tahun atay masa yang diperiksa.
Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
tersebut difakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan
keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak
yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membukiikan kebenaran
laporan Wajib Pa;ak teysebut, proses pemenksaan telap dllan]utkan
sampai selesai.

Ayat (5) ‘ o -

' Atas kekurangan pa]ak sebagal aklbat adanya
pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeriai sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puiuh persen) dai
pajak yang kurang dibayar, dan harus ditunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan
tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukdi bahwa laperan
pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat
diterbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (6} .

. Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan paJak
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetutan, Putusan

_Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak

yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang
telah dlkompensa5|kan dalam Surat Pemberitahuari Tahunan tahun
berikutriya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian
rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembait dalam penghitungan Pajak Penghasilan
tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan
tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghllangkan
hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.,

: Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pembentahuan
lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan
pembetulan sebagal akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Band-

ing, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau
beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang
berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak
akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan

‘Wajib Pajak. .

‘Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:l

Contoh 1: S
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan .
Penghasilan Neto sebesar
Kompensasi kerugian berdasarkan

RpZOO 000. 000 00

“Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tahun 2007
sebesar

y Rp150.000.000,00 (-} -
Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp- 50 000. 000 00

‘Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasﬂan
tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar
Rp70.000. 000,00.°

Berdasarkan surat ketetapan paijak tersebut Dlrektur
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasuan Kena Pajak
tahun 2008 menjadi sebagai berikut: -
Penghasilan Neto a
Rugi menurut ketetapan pajak
tahkun 2007
Penghasilan Kena Pajak

Rp2_00.000.000,00

Rp_70.000.000,00 (-)
Rp130.000.000,00



9]

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat
Pemberitahuan yang semufa Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 -
Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadl Rp130.000. 000 00
(Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)

Contoh 27
PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar

Kompensasi kerugian berdasarkan

Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Tehun 2007 -

sebesar

Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp300.000.000,00

Rp200.000.000,00 (=)
Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskat sebesar
Rp250.000.000,00,

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak
tahun 2008 menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto -
Rugi menurut ketetapan
pajak tahun 2007
Penghasilan Kena Pajak

Rp300.000.000,00

Rp250,000.000,00 (-)
Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat
Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 {Rp300.000.000,00
- Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadl Rp50 000.000,00
(Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

Angka 9
Pasal 9
Ayat (1)
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang
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Angka 10
Pasal 10
Ayat (1) dan Ayat (1a)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetgran pajak,
dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda
pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan
pembayaran pajak dan administrasinya.

Angka 11
Pasal 11
Ayat (1)

Jika setelah diadakan penghitungan jumiah pajak yang
sebenatnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah
selisih lebih (jumlah keedit pajak lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut
tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang
meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangriya,
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu
dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih,
dikembalikan kepada Wajib Pajak. -

Ayat (1a) -
Cukup jelas.
Ayat (2)
" Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan
ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan

. pembayaran pajak ditetapkan paling fama 1 (satu) bulan:

terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat
dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan perpajakan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (23)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan
pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan
bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008

sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 -

dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008.
Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak,
sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bu!an sebagai
berikut;
1 % 2% x Rplo0. 000 000,00 = Rp200.000, 00.
Ayat {2b} :

Cukup jelas.
Ayat (3) dan Ayat (3a)

Cukup jelas.
Ayat (4) :
Atas permohonan Waijib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan meskipun tanggal jatuh
tempo pembayaran telah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk pal-

ing lama 12 {(dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang

benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
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a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksuid
dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya
- permohonan tertulis tentang pengembalian keleblhan permbayaran
. pajak;
untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasatl 17B, dihitung sejak tanggal
penerbitan;
untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebthan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung
sejak tanggal penerbitan;
. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Kefetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,
dihitung sejak tanggal penerbitan;
untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Band-
ing oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang '
melaksanakan putusan ‘pengadilan; atau
untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya
Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan
saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak.
Ayat (3) .
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi
Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap
keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari .
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib
Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu)
bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebthan Pembayaran Pajak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Angka 12’

Pasal 12

Ayat (1) .

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek

pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi

perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

a, pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh

 pihak ketiga; |

b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh
pemberi-kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan
usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah; atau

¢. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut,
atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau
masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara
melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan sebaga[mana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak
tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas
semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan
suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Waijib Pajak tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat
Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak
dilaporkan oleh Waijib Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang

telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara
benar sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu
diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.
Ayat (3) ) . )
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang
bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata
melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan
besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. )

Angka 13
Pasal 13
Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian,
hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan
atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau
" kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain
berupa hasit kenfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak
Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak
untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun
waktu 5 (lima) tahun.

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan
jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Biketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak
karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang
bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib
Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya
terutang.
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: Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat
kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur
Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh
Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib
Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk
memastikan kebenaran data itu, terhadap Waijiby Pajak dapat dilakukan

pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya
walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara
jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi
berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi
kesempatan kepada ‘Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk
menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampaikannya
Surat Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force

- majeur).

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus
persen).

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga
Direktur Jenderal -Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang
seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu
penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh
dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar

" penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan

kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

1, pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap
sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;

2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-
angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau

- 3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui

besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung
lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas
Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk
membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. .
Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan
yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Avat (2) .
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang
dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi

“administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua

persen} per bulan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan PaJak
Kurang Bayar,

Sanksi administrasi berupa bunga, dshltung dari jumiah pajak
yang tidak atau kurang dlbayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan.

Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut
diterbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak,
bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua)
tahun. ‘

Contch: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama
Tahun Pajale2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan tepat waktu.

(= (6 |- I S
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. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

" TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007)
- [Sambungan Business News No. 7546 halaman 158 - 208]

Pada bulan Apri! ‘2009 berdasarkan hasil pemeriksaan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga
dihitung sebagai berikut: o

1. - Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00 -
2. Pajak yang terutang -

" '{30% x Rpl00.000.000,00) Rp 30.000.000,060
3. Kredit pajak ‘ Rp 10.000.000,00(-)
4. Pajak yang kurang dibayar’ Rp 20.000.000,00
5. Bunga 24 bulan

(24 x 2% x Rp20.000.000,00) Rp  9.600.000,00(+)
6. Jumlah pajak yang masih

" harus dibayar Rp 29.600.000,00

Dalam hat pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus
menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari
pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa
Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (3) ' _

.. Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan
pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d. Sanksi administrasi betupa
kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan
pada pokok pajak yang kurang dibayar.

Besamnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda
menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang
dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipctong
oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (4) '

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Waiib Pajak
berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem
 self assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak,
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun
Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak,
jumiah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat

Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan
pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah
menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Ayat (5)

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan, unfuk menentukan kerugian pada
pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum
dikeluarkan surat ketetapan pajak. ] ‘

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui
proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima)
tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak

dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak

vang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan
yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu
jumlah objek pajak yang belum dikenal pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak
yang terutang tersebuk, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana
fainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan
untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau
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kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampaui. '
Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 13A . - ‘ :

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Waijib Pajak yang-
melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi
pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak.
Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumtah pajak
yang kurang dibayar.

Angka 15
Pasal 14
Ayat (1) " "
" Cukup jelas..: "
Ayat (2) S i :
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan
hukumnya dengan surat ketetapan pajdk sehingga dalam hal
penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
Ayat (3)
’ Ayat ini mengatur-pengenaan sanksi administrasi berupa
bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang
dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar
Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak
Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar
Rp40.000.000,00.
Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan
. Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan
penghitungan sebagai berikut: :
Kekurangan bayar Pajak Penghasilan
Pasal 25 bulan Juni 2008
(Rp100.000.000,00-Rp40.000.000,00 )=Rp60.000.000,00
Bunga = 3 x 2% xRp60.000.000,00 =Rp 3.600.000.00 (+}
- Jumlah yang harus dibayar =Rp63.600.000,00
. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang
disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian
ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan
kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak
Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal
12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berlkut:
Kekurangan bayar Pajak
Penghasilan
Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00
Jumlah yang harus dibayar
Avat (4)

=Rp1.000.603,00
=Rp___60.000,00 (+)
=Rp1.060.000,00

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak
maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi
tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak. '

~ ‘Demikian



Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat
faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu dikenal sank5|
yang sama.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)
dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak,
sedangkan pajak vang terutang ditagih déngan surat ketetapan paJak
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13.

Ayat (5) dan Ayat (6} ..

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 15
Ayat (1)

Ketetapan:Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih
rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak
Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak
yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan -dalam Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk

14B

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu’ Surat;

menerbitkan Surat Ketetapan :Pajak Kurang Bayar Tembahan dalam:
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

'Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan

koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah

* diterbitkari surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan peru dilakukan
pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam
ha!l surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan
keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan
penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru
termasuk data yang semula belum terungkap yang meriyebabkan
penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak
sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 {dua belas) bulan

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru
termasuk data yang semula belum terungkap. Datam hal masih ditemukan
lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat
diterbitkannya Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/
atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang
diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi. :

: Yang .dimaksud dengan “data baru” adalah data’ atau
keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk
menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang vang oleh Wajib
Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam
Surat Pemberitahuan dah lampiran-lampirannya maupun dalam
pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula
belum terungkap, yaitu data yang:

a. ftidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan
beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Waijib Pajak
tidak mengungkapkan data danfatau memberikan keterangan lain
secara benar, lengkap, dan terind sehingga tidak memungkinkan
fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-

Contoh:
1. Dalam Surat Pemberltahuan dan/atau Iaporan keuangan tertulis
" adanya biaya iklan Rp10.000.000,00; sedangkan sesungguhnya
biaya tersebut ferdiri atas Rp5. 000 000,00 biaya iklan di media
‘ massa dan Rp5.000.000,00 sisanya adaiah sumbangan atau
hadiah-yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. :
Apabila pada saat” penetapan semula Wajib Pajak tidak
mengungkapkan perincian tersebutsehingga fiskus tidak melakukan
koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga
pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara-benar, data
mengenal pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut
tergolong data yang semula belum terungkap, . -

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Iaporan keuangan
disebutkan pengelompokan harta-tetap yang disusutkan tanpa
disertai dengan perincian harta pada setiap. kelompok yang
dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan
sermnula Wapb Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut
sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan
dimaksud, misalnya harta vang seharusnya termasuk dalam
kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi
dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan
pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksl, sehingga
pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila

" setelah itu diketahul adanya data yang menyatakan bahwa
" pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka data tersebut
termasuk data yang semula belum terungkap. -

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumiah barang dari’

Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh
.Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-
barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya,

_ seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,’

pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak
mempunyal hubungan langsuing. Seluruh faktur pajak tersebut
dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak
pembeli.

Apabila pada saat peretapan semula Pengusaha Kena Pajak
tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan
benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak
Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan

Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah

itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan
mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha’ dimaksud, data atau keterangan
tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2}

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata
masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang
belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak
yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar-

100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat 4

p|dana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
berupd pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurahg Bayar Tambahan
tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui. .

- Ayat (5)

undangan perpajakan déngan benar dalam menghltung jumlah

pajak vang terutang.

Walaupun Wajib Pajak-telah memberitahukan data dalam
Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu
pemeriksaan,  tetapi apabila memberitahukannya -atau
mengungkapkannya dengan cara sedernikian rupa sehingga membuat
fiskus tidak mungkin menghitung besamya jumlah pajak yang terutang
secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang
dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data
yang semula belum terungkap.
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Cukup jelas.

. Angka 17

Pasal 16 o
Ayat (1) :
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka

‘menjalankan tugas pemerintahan yarg baik sehingga apabila terdapat

kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan
sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak
mengandung persengketaan antara fiskus dan Wa]lb Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak



Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus
maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau
kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetutkan karena
kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut: .
a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
" Surat Tagihan Pajak; : o _
Sural Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
Surat Keputusan Pembetulan;
Surat Keputusan Keberatan; o
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. :
Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas
pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari: )
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama,
alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak,

S Mmoo oT
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. jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo; .

kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau
pembagian suatu bilangan; atau T :
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
pe.rundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam
penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi
administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan
penghituhgan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan
kekeliruan dalam pengkreditan pajak. SR

) Pengertian “membetulkan” pada ayat ini, antara lain,
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada
sifat kesalahan dan kekeliruannya B

DR

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/
atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi
permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur
Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2) -
Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan

pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam .

batas waktu paiing lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
Ayat (3) .
‘ Dalam hal batas waktu 6 (enam} bulan terlampaui, tetapi
‘Direkiur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak,
Direktur lenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan,
sesuai dengan permchonan Wajib Pajak. ‘
Ayat (4) .
Cukup jelas. .

Angka 18
Pasal 17
Avat (1) _ :
Menurut ketentuan ayat inl Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar diterbitkan untuk: :
a. Pajak Penghasilan apabila jumiah kredit
jumlah pajak yang terutang;

Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak
yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran
dikurangi dengan paja
‘Pertambahan Niiai tersebut; atau _

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

pajak lebih besar daripada

b.

Business News 7547/10-8-2007

© Ayat (1)

-permulaan

k yang dipungut oleh Pemungut Pajak '

Surat Ketetapan Pajak Lebili Bayar tersebut diterbitkan
setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang
disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihll, atau
lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak. o

Apabila Wajil Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian }cele'bihan pembayaran
pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2).

Ayat (2) ‘

o Cukup jelas.

Ayat (3) i
Cukup jelas. -

Angka 19
Pasal 17A
Ayat (1) ‘ T
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihi
diterbitkan untuk: . o ;
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak
yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak; ' . : : oo
Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama
dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang
terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi
dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai tersebut; atau : .
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumfah pajak yang
- dibayar sama dengan jumiah pajak yang terutang atau pajak tidak
terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas. T

Angka 20
Pasal 17B .

Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima
secara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. o
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebitan pembayaran
pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebiti Bayar.
Ayat (1a) ‘ :
. Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemertksaan buk
“ adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan
kan kepada Wajib Pajak, waki, kuasa,
telah dewasa dari Wajib Pajak.

bukti permulaan disampai
pegawai, atau anggota keluarga yang
Ayat (2) ‘

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan
Waijib Pajak atau Pengusaha 'Kena Pajak sehingga bila batas waktu
tersebut dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkar. Selain itu, batas
waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi
perpajakan. ‘ :
Ayat (3) =
ral Pajak terlambat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagian dari
bulan dihitung 1 {satu) bulan. -
Ayat (4)

Jika Direktur Jende

Cukup jelas.



Angka 21
Pasal 17C
Ayat (1) . ‘
. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan
penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan ‘Pa'jak paling lama: ‘
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
b. 1 {satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai )
sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat
Pemberitabiuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disqmpaikan
dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan
surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan
konfirmasi kebenaran kredit pajak.
Ayat ()

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat
Pemberitahuan adalah:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
dalam Tahun Pajak terakhi, penyampaian Surat Pemberitahuan

b.
. - Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang
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terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis

- pajak dan tidak berturut-turut; dan
Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagalmana dimaksud
- dalam huruf b telah disampaikan tidak, lewat dari batas waktu
penyampalan Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah

keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati
batas akhir pelunasan tldak termasuk dalam pengeman tunggakan
pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Avat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat Ketetapan
pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan
terhadap Waijib Pajak yang telsh memperoleh pengembalian
pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}. Surat ketetapan
pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan. Pajak Kurang Bayar,

_atay Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar. ‘
Ayat (5) - ) s ‘

_ Untuk mendorong Waijib Pajak dalam melapoman]umlah pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumiah kekurangan

pembayaran pajak.

. Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak
- Kurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan
tersebut dibertkan contoh sebagai berikut: ‘

1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak sebesdr Rp80.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000. 000,00
b. Kredit pajak, yaitu:

- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:
- Pajak Penghasilan yang

terutang sebesar Rp100.000.000,00
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Kredit Pajak:

Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 25

~ Rp - 20.000.000,00
Rp 40.000.000,00

Rp _90.000.000,00(+)
Rp150.000.000,00

jumlah Pengembalian _
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00(-) .
Jumlah pajak yang dapat '

Rp 70.000.000,00(-)

dikreditkan
* Pajak yang tidak/kurang ‘ .
dibayar Rp - 30.000.000,00

Sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100%
Jumiah yang masih harus dibayar

RG 30.000,000,00 (+)
Rp 60.000,000,00

2) Pajak Pertambahan Nilaf - :
- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak sebesar - Rp60.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00
. b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp150.000.000, 00
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan
. Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:
- Pajak Keluaran Rp100.000. 000 00
Kredit Pajak:
- Pajak Masukan
-= Jumlah Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp__60.000.000.00(-)

Jumiah pajak yang dapat .
«dikreditkan . Rp_90.000.000,00(-)
Rp 10.000.000,00

Pajak yang kurang dibayar '
Rp_10.000,000,00(+)

* Sanksi administrasi
" Rp20.000.000,00

Rp150.000.000_.00 '

kenaikan 100%-
Jumlah yang masih harus
dlbayar

* Ayat (6) dan Ayat )]

- Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 17D .
Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas. -
Ayat (4) : :
Unituk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan
percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat melakukéan pemeriksaan setelah memberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pa]ak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Ayat (5) ’ :
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, jumlzh pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar.100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Pasal 17E ‘

Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 18
Ayat (1) -
- Cukup jelas.
Ayat (2)
.Dihapus.

Angka 24 ........ -



Angka 24
Pasal 19
Ayat (1) ‘
" Ayat ini mengatur' pengenaan sanksi administrasi berupa
bunga berdasarkan jumlah pajak yang masth harus dibayar yang tidak
atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat
dibayar. ‘ ' "
Contoh: ~ ' o
a.-Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat
- Ketetapan Pajak Kurang Bayar sehesar Rp10.000.000,00 yang
. diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan
tanggal 6 November 2008, Jumlah pembayaran sampai dengan
tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1
Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan
sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar
Dibayar sampai dengan jatuh
tempo pelunasan
Kurang dibayar
Bunga 1 (satu) bulan ‘
(1 x 2% x Rp4.000.000,00) . =Rp 80.000,00
b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar
Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal
5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi
berupa bunga dihitung sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar
Dibayar setelah jatub tempo

=Rp10.000.000,00

=Rp '6.000.000,00(-)
' =Rp 4.000.000,00

=Rp10.000.000,00

pelunasan . . =Rp10.000,000,00
Kurang dibayar =Rp 0,00
Bunga 1'(satu) bulan - :
‘(1 ¥ 2% x Rp10.000.000,00) =Rp  200.000,00
Ayat (_2) o '

Ayat inl mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa
bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda
pembayaran pajak. '
Contoh:
a. Walib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar
Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009

dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib -

Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak
dalam jangka wakku 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar
Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap
angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.
angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00.
angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00.
angsuran ke-4 ; 2% x Rp448.000,00 = Rp8.960,00.
angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp4.480,00.

- b. Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan

untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni
2009, -
Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% X
Rp1,120.000,00 = Rp112.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Angka 25
Pasal 20
Ayat (1) ‘

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sarmpai
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampal dengan tangga!
jatuh tempa penundaan pembayaran, atau Waijib Pajak tidak memenuhi
angsuran pembayaran pajak, penagihannya .dilaksanakan dengan,
Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut
dilaksanakan terhadap Penangaung Pajak.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus”
adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo -
pembayaran yang meliputi sefuruh utang pajak dari semua jenis pajak,
Masa Pajak, dan Tahun Pajak. _—

Ayat (3) '

Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 21
Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur
preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-
barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang

~ pajak dilunast.

Ayat (2) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 22.
Ayat (1) .

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk
member kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat
ditagih lagi.
' Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak
Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa
penagihan pajak 5 {fima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Band-
ing, atau Putusan Peninfauan Kemball.

Ayat (2)
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaut 5 (fima) tahun

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat
Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak metakukan
pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak
dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal
sepert itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. o

¢. TJerdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan
terhadap Waiib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
.mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa
penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan
pajak tersebut. ‘

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal
penerbitan Surat Perintah penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.

Angka 28
Pasal 23
Ayat (1)
- Dihapus.
Ayat (2)
Cukup jelas. -
Avat (3)
Dihapus.



Angka 29
Pasal 24 ‘

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan
menentukan besarnya jumla piutang pajak yang tidak dapat ditagih
lagi, antara fain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak
mempunyal harta warisan atau_kekayaan, Wajib Pajak badan yang
“telah selesai proses pailitnya, ateu Wajib Pajak yang tidak memenuhi
syarat lagl sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan
pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif
besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Angka 30
Pasal 25

Ayat (1) . . S ‘

" Apabila Waijib Pajak berpendapat bahwa jurnlah rugi, jumlah
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pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana:

mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak. ‘

Keberatan yang diajukan adalah merigenai materi atau isi
dari ketetapan pajak, vaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak,
atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan
“suatu” pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap
1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Contch: = ‘ : '

Keberatan atas ketetapan Pajak- Penghasilan Tahun Pajak
2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1
(satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut
harus diajukan 2 {dua) buah surat keberatan.

Avat (2) o

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang merjadi dasar
penghitungan” dimaksud adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri
_ dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau buktl

pemotongan. : ‘

Ayat (3) .

~ Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam
wakiu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketefapan pajak atau
sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai
waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan
beserta alasannya. o ‘

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut
tidak dapat dipenuni oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan
. Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) ‘bulan
tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh
Direktur Jenderal Pajak. ' ‘

Ayat (3a) _ :
: Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan
keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu
sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Waijib Pajak
pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut
harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
Ayat (4) B ' S .
Permohonan Keberatan yang tidak memenuhi salah satu
syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat
keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan
Surat Keputusan Keberatan. :
Ayat (5) .
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan cleh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima
surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat
keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan
dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud. )

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai
surat keberatan dan Waijib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu
penyampaian surat keberatan, bakas waktu penyelesaian keberatan
dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai
surat keberatan.
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* Ayat (1)

Ayat (6)

Agar Waijib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan
yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan
pajak, penghitungan rugi, atau pemetongan atau pemungutan pajak
yang telah ditetapkan. Oleh karena Itu, Direktur Jenderal Pajak
berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut, '
Ayat (7) .

Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang
tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1
{satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sankst
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bular sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan. R C
Ayat (8)

Ayat (9)

Cukup jelas.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permehonan banding,

jumnlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan
apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping
itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrast berupa-denda sebesar
50% (lima puluh persen). - ‘
Contoh: : : ‘ ' :
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan. Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) dengan jumiah pajak yang masih harus dibayar sebesar
Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan, Waijib Pajak hanya menyetujul pajak yang
masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah
melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan
kernudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur
Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan
jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar
Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi
administras! sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi
sesual dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000,00 -
Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00. ‘ '
Ayat (10) . :
Cukup jelas.

Angka- 31
Pasal 26

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,
kewenangan penyelesatan dalam tingkat pertama diberikan kepada
Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian
keputusan atas keberatan Waijib Pajak ditetapkan paling fama 12 (dua
belas} bulan sejak tanggal surat keberatan ditertma.

‘Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan
atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum
bagi Waijib Pajak selain terlaksananya administras perpajakan.

Ayat (2) dan Ayat (3) : : .

Cukup jelas.

Ayat (4} : '

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan
keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat
ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib
Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun
telah ditequr secara tertulis, tidak memenuhi kewajlban
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk mermberikan
kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang
dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan
besarnya jumlah pajak yang terutang.- Apabila Wajib Pajak tidak dapat
membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan,
pengajuan keberatannya ditolak.

‘ Ayat (5)

Cukup jelas.




Angka 32
Pasal 26A
Ayat (1) .

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas
kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam
penyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimana
dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat
hadir untuk memberikan keterangan atau mempercleh penjelasan
mengenai keberatannya. ‘ L
Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas. .

Angka 33,

Pasal 27 - =

Ayat (1) s/d Ayat (3) =~ -

Cukup jelas.

Ayat (4) -

Dihapus.

Ayat (4a) -

Cukup jelas.
Ayat (5)
. Dihapus.

Ayat (5a) ‘ . ‘
Ayatini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan

banding, ‘jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding.

tertangguh sampai dengan 1 (safu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak
menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
Ayat (5b) dan Ayat (5C) ’ ' ‘
. Cukup jelas.
Ayat (5d)

Dalam hal permehonan handing Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, jurnlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa
akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak meiunasi utang pajak
tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud
pada ayat ini. '
Contoh: :
' Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masth harus dibayar sebesar
Rp1.000,000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujul pajak yang
masth harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah
melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar .Rp200.000.000,00 dan
kemudian mengajukan keberatan atas.kereksi lainnya. Direktur
Jenderal Pajak mengabulkan sebaglan keberatan Wajib Pajak dengan
jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar
Rp750.000.000,00.
o Sefanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih
harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 maupun sanksi administrasi berupa
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan.
Namun, Waiib Pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan ayat ini, yaitu sebesar 100% x (Rp450.000.000,00 -
Rp200.000.000,00) = Rp250.000.000,00.
Ayat (6) :

Cukup jelas.
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Angka 34
Pasal 27A
Ayat (1) : s
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninfauan
Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan’
kelebihan pembayaran pajak. o
Ayat {1a) : :
: Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan
pajak atau Surat Tagithan Pajak yang keputusannya mengabulkan
sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus
dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau
Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan keleblhan pembayaran
pajak, kelebihan pambayaran dimaksud dikernbalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua-persen) per-bulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) butan. a co . .
Ayat (2) C e
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayarani lebih
Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat
(4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan |
akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kemball atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar atau Surat Ketetapan Pdjak Kurang Bayar Tambahan tersebut,
vang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
Ayat (3) . N . :

Cukup jetas. .

Angka 35
Pasal 28
Ayat (1) sfd Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . : : ‘ .
Prinsip taat asas adatah prinsip yang sama digunakan dalam
metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah
penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode
pembukuan misalnya dalam penerapan: '
a. stelsel pengakuan penghasilan;
b. tahun buku; .
¢. metode penilaian persediaan; atau
d. metode penyusutan dan amortisasi. K
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan
penghasilan dan biaya dalam arti penghasifan diakui pada waktu
diperoleh dan biaya diakul pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung.
kapan penghasilan ity diterima dan kapan biaya itu dibayar secara
tunai. - . ‘
Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan
penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian
pekerjaan yang umumnya dipakal dalam bidang konstruksi dan metode
lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu sepertl build operate
and transfer (BOT) dan real estat. . ’
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar
secara tunai. :
Menurut steisel kas, penghasilan baru dianggap sebagai
penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam
suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila
benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil crang
pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan
restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan
penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel
kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan
pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya
ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.



Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan
penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu
besarnya nenghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan

- mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk
penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus
memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.

1) Penghitungan jumlah penjuatan dalam suatu periode harus meliputi
seluruh penjualan, baik yang tunal maupun yang bukan. Dalam
menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh
pembelian dan persediaan.

2
dapat diamortisasi, blaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan
hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan
perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6} -

Pada dasarmnya metode pembukuan yang dianut harus taat
asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misainya
dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya
{metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan
metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan
miasih dirnungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan
kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang
bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat

.diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubaban tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan
perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan
metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan
metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendin,
misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkepaan dengan

-penyusutan akfiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan
tertentu. '

Contoh:

Waijib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode
penyusutan garis lurus atau stra:ght line method. Jika dalam tahun
2009 Wailb Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva
dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau de-
clining balance method, Wajlb Pajak harus minta persetujuan terlebih
dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum
dimulainya'tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan dilakukannya
perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.
Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya
jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu,
perubahan tersebut juga harus mendapat persetUJuan Dlrektur
Jenderal Pajak.

‘ Tahun Pajak adalah sama dengan tahun' kalender kecuali
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tldak sama dengan tahun
kalender.

Apablla Wajib Pajak menggunakan tahin buku yang tidak
sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang
bersangkutan menggunakan tahun yang di da!amnya termasuk 6
‘(enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun
- Pajak 2008.

b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampal dengan 30 September 2009
adalah Tahun Pajak 2009.

Ayat (7)

Pengertian permbukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29.
Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan
tersebut dapat dihitung besainya pajak yang terutang.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak
lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumiah
harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilal ekspor,
jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, jumiah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak benvu1ud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
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Datam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan
dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan
perundang-undangan perpa]akan menentukan lain.

Ayat (8)

: Cukup jelas.
Avat (9) - :
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau
peneritaan brute dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan
bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha
dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan
bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak
Penghasilan.

Bi samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang
bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Ayat (10} -

Dihapus.
Ayat (11) . ' -
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan
secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama
10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila
Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak,
bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada

dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

- pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang

mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikast on-line harus dilakukan dengan
memperhatikan faktor keamanan kelayakan, dan kewa]aran
penyimpanan.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 29
Ayat {1) . . :
* Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan
pemeriksaan untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaJakan Wajib Pajak;
dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemenksaan Kantor)
atau di tempat Waijib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) vang ruang lingkup
pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak,
atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun
untuk tahun berjalan.
Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wa]lb Pajak,
termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai
pemungut pajak atau pemotong pajak.
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri
kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan
keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.
Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan
[ain, di antaranya:
pemberian Noror Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;-

- pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-
Waiib Pajak mengajukan keberatan;
pengumpulan bahan guna penyusunan Nerma Pengh:tungan
Penghasilan Neto;

b.

oo0oTow

f._pencocokan




-

pencocokan data’ dan/alau alat keterangan;

penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

penentuan satu atau lebih tempat terutang Pa]ak Pertambahan
Nilai;

i. pemeriksaan dalam rangka penaglhan pajak;

j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fa5|llta5
perpajakan; dan/atau

o

K.

Penghindaran Pajak Berganda,
Ayat (2) ‘
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas
identitasnya. Qleb karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan,
serta memperiihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas
pemeriksa harus menjelaskan tujuan dllakukannya pemeriksaan kepada
Wajib Pajak.

yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam
menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur,
bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta
wajib menghindarkan dirl darf perbuatan tercela.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan
pada buktl yang kuat dan berkaltan serta berlandaskan ketentuan
- peraturan perundang undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pemblnaan kepada
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (3)

3

diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan
tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan
- pemenuhan kewaijiban perpajakan maupun untuk-tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau
pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara
elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan
sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak
harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses
dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban
memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat
atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang,
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha
Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di
tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain
selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan
keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis danfatau
keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya
a. surat pernyataan tidak disudit cleh Kantor Akuntan Publik;

b.
dengan aslinya;
C.- surat pernyataan tentang kepemilikan harta, atau .
d. surat pernyataan tentang perkiraan blaya hldup
- Keterangan lisan misalnya:
~wawancara tentang proses pembukuan Wa]|b Pa]ak
wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
wawancara dengan manaJemen tentang transa!sl-transakg yang
bersifat khusus. .
Ayat (3a) dan Ayat (3b)
Cukup jelas.

a.
b.
.

Ayat (4)

sedang diperiksa terikat pada kerahasfaan sehingga pembukuan,
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pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra PerJanJlan .

Petugas pemerlksa harus telah mendapat pendidikan teknis .

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang .

-keterangan bahwa fotokopl dokumen yang dipinjamkan sasuai-

Untuk: mencegéh adariya dalih bahwa Wajib Pajak yang

catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan :

tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat 1n| menegaskan
bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
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Angka 37 Tk
Pasal 29A P
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas.
kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan sahamnya. di bursa efek,
yaitu dalam hal Waijib Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya’
dapat melalui Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses:
pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya.
sehingga Wajib Pajak semakin cepat mendapatkan kepastlan hukum,
dibandingkan mefalui Pemeriksaan Lapangan; '

© Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melatui Pemeriksaan
Kantor dan jangka wakiu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur
Jenderal Pajak melalul Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja
pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Puhblik..

Angka 38
Pasal 30 -
Ayat (1) i
Dalam pemeriksaan dapat d[temukan adanya Wajib Pajak -
yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat {3)
huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk
memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat
disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di
tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa’
untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeanaan tidak
memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang,
dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data
yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan
pemeriksaan.

Dalam ha! demikian, untuk memperoleh buku, catatan,
dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-
bénda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu
memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang
dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap
tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

‘ Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk_
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, .dokumen termasuk
data yang dikelola secara elektronik, dan benda—benda lain yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib
Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan,
diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak
menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan,
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 39 o L
Pasal 31 . :
Ayat (1)
_ Cukup jelas.

Ayat (2) - PEEI .
. Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib
Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara
pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan
surat, pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Waijib Pajak dan _
memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir
hasil pemeriksaan dalam batas wak{u yang ditentukan. Dalam hal Wajib
Pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Ayat (3) -

Cukup jelas.



Angka 40
Pasal 32
Ayat (1} : o : S

Dalam Undang-Undang ini ditentukan slapa yang menjadi
wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan'Wajib Pajak
terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam
pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan.
Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil
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atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkln melakukan

sendiri tindakan hukuen tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Waijib Pajak yang diatur
dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau
secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal
Pajak apabila wakil Waijib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan
bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak
mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3) ‘ ‘ .
Ayatini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib

Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah .

perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal
dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan.

‘Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima
kuasa khusus darl Wafib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan tertentu dari Waijib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4}

menentukan kebijaksanaan danfatau mengambll keputusan dalam
rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek,
dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya
dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun
akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam

dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham '

mayoritas atau pengendall

Angka 41
Pasal 33
: " Dihapus.

Angka 42
Pasal 34
Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang

melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan

kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara ]

lain:

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang
dilaparkan oleh Wajib Pajak;

b. data yang dipercleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

¢. dokumen dan/atau data yang dlperofeh dari p:hak ketiga yang
bersifat rahasia; -

d.’ dokumen danfatau rahasia Wajib Pajak sesual dengan ketentuan

‘peraturan perundang undangan yang berkenaan
Ayat (2}
: Para zhli, seperti ahh bahasa, akuntan, dan pengacara yang
ditinjuk cleh Direktur Jehderal Pajak untuk membantu pelaksanaan
undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang
dilarang pula untuk mengungkapkan keraha5|aan Wa]lb Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .
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Ayat (2a)
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Waijib,
Pajak dan informasi yang bersifat umium tentang perpajakan.
Identitas Wa]lb Pajak rnellputl
nama Wajib Pajak;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
alamat Wajib Pajak;
alamat kegiatan usaha;
merek usaha; dan/atau
kegiatan usaha Wajib Pajak.
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
penerimaan pajak secara nasional;
. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
penerimaan pajak per jenis pajak;
penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
jumiah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pa]ak terdaftar
register permohonan Wajib Pajak;
tunggakan pajak secara nasional; dan/atau -
. tunggakan pajak per Kantor Wllayah Direktorat Jenderal Pajak
dan/atau per Kantor Pelayanan PaJak
Ayat (3)

Untuk kepentingan negara m:samya dalam rangka
penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama
dengan instansi pemenntah lain, keterangan atau bukti tertulis dari
atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperfinatkan kepada
pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan
harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan
nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan
keterangan atau memperllhatkan bukti tertulis dari atau tentang Waijib

oo

TJO o on

Pajak.. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-

hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
Ayat (4) :
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan
dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah

perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan.

memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada

pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud:pada ayat (1) dan .

ayat (2} atas permintaan tertulis hakim ketua sndang
Ayat (5) ‘
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa

keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenal perkara pidana

atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut
bidang perpajakan- dan hanya terbatas pada tersangka yang
bersangkutan i

Angka 43
Pasal 35
Ayat (1)

undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal
Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan
pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai
hubungan dengan. kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan
pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-buki
yang diminta. ‘

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak" adalah setlap or-
ang vang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan
jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
mementhi kewajiban perpajakannya sesuai.dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. ‘ .
Ayat (2) : ‘
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia

atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah .

tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan

bukti-bukti tertulls serta surat-surat mengenal keadaan keuangan .~

nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. .
Ayat (3) ‘
Cukup ]elas

.. [.BERSAMBUNG ] -

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
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Angka 44
Pasal 35A
Ayat (1) -
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan
kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self
assessment, data dan informasl yang berkaitan dengan perpajakan
yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak
lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan
informast dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan
yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha,
penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk
informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan
lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan
kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di iuar Direktorat
Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber jenis, dan
tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal
Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan’

perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi,
dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan
negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi
yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya
suatu peristiwa yang diperkirakan berkaltan dengan pemenuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan

tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

Angka 45
Pasal 36
Ayat (1)

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang
dikenakan -kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian
petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah
atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan
dapat dihapuskan-atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau
atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya
karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat

keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material

terpenuhl

- Demikian juga, atas Surat Tagihan’ Pa]ak yang tidak benar
dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal
Pajak karena jabatannya atau atas permchonan Wajib Pajak.
Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak,
Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan
Waijib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang
dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasit pemeriksaan
dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
Ayat (la} s/df Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 36A
Ayat (1)

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan
meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan
ketentuan undang-undang perpaJakan, terhadap pegawai pa]ak yang
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dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai
dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada
pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Ayat ini- mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawali
pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang
kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila
pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat
diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Bemikian juga, apabiia
pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat.
diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan
pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit in-
ternal Departemen Keuangan.
Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ‘ :
Pegawal pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap
berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam.
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan Jain yang berindikasi
kerupsi, kolusi, danfatau nepotisme.

Angka 47
Pasal 36B
Ayat (1) s/d Ayat (3)
: Cukup ]elas
Pasal 36C.-
Cukup ]elas
Pasa! 36D g
Ayat (1) ‘
Cukup jelas.
Ayat (2) ] :
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan
yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan. .
Ayat (3) _
Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 37A

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 38 . ‘
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yvang dilakukan
oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi
perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat
ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang
menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. -
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan
merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak
pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, dihardpkan
tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban
perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-’
undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja,
1alai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara.
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Angka 50
Pasal 39
Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat

ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat -

pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap
orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirl, menyalahgunakan
atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak. :
Ayat (2) :

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di
bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan,
dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadl 2
(dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).
Ayat (3) :

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomer Pokek
Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
penyampatan Sturat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan/
atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar
sangat merugikan degara. Oleh karena itu, percobaan melakukan
tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Angka 51
Pasal 39A

Faktur pajak sebagal buktl pungutan pajak merupakan sarana
administras! yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak
Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti
pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau
pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur
pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau
bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam
keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa
penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan
pajak, bukti pemungutan pajak, dan/fatau bukti setoran pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Angka 52
Pasal 41
Ayat (1) . _ }
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenal perpajakan
tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak
dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanks! pidana
bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya
pengungkapan kerahasiaan tersebut. )

Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau
kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan
keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindung
oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut,
pelaku dihukurn dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2} -

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat
dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena
kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk
tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
badan selaku Wajib Pajak. -

Angka 53
Pasal 41A L .

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana diatur datam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi
bagi plhak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
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Angka 54
Pasal 41B

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau
mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya
menghalangi penyidik melakukan penggeledahan danfatau
menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini
dikenai sanksi pidana.

Angka 55

Pasal 41C
Ayat (1) s/d Avat (4)
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 43
Ayat (1) : .
Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di
bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
kuasa Wailb Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan
Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh
melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau
yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Avat (2) ‘
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 43A
Ayat (1) :
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh
Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui
kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti
dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak
ditindaklanjuti, ‘
Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 44
Avat (1) . . ' . .

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di fingkungan Direktorat
Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang
perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana
di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku. N

Ayat (2) .

. Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak
pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan.
Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak
maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat
berharga millk Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain
yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

" Ayat (3) danAyat (4)

Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 44B.
Ayat (1) _

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan
Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak
pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum
dilimpahkan ke pengadilan. )
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 1T
Cukup jelas.
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